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Abstrak
 

Dalam sejarah kepemilikan tanah, hak ulayat masyarakat adat telah diakui dan dihormati oleh negara dan

terdapat pengaturannya pada perundang-undangan di Indonesia. Tanah ulayat di Papua menjadi penting

karena mengikat budaya dan identitas masyarakat adat. Konflik di Papua sering terjadi mengenai sengketa

tanah. Seperti yang ada pada putusan Mahkamah Agung Nomor 4241 K/Pdt/2022 dimana permasalahan

timbul ketika warga lokal Papua yang bukan merupakan bagian dari masyarakat hukum adat membeli tanah

ulayat untuk kepentingannya melalui masyarakat hukum adat di distrik Hubikiak, Wamena Kota. Jual beli

dilakukan sesuai dengan proses hukum adat yaitu dengan cara pelepasan hak atas tanah adat yang diawasi

oleh kepala adat atau Ondoafi, para tetua adat, ketua RT/RW. Setelahnya dilanjutkan dengan membuat

permohonan penerbitan SHM kepada BPN. Dalam hukum adat, penerbitan sertifikat harus menyertakan

bukti surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain dapat memberikan kepastian

hukum juga sangat penting karena merupakan alat bukti kepemilikan yang sah dan diakui oleh negara.

Pengakuan hak milik seringkali bertentangan dengan hukum adat karena terdapat ketidakselarasan dengan

konsep hukum modern. Oleh karena itu, adapun permasalahan mengenai bagaimana pengaturan tanah ulayat

di masyarakat hukum adat Papua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedudukan

surat hak milik yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat Papua. Guna menjawab permasalahan

tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian objek hukum

berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan merupakan data

sekunder yang berupa bahan hukum primer yang relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah

peraturan hukum mengenai kesejahteraan masyarakat adat dalam peraturan UU Otsus Papua dan Perdasus

Papua, namun implementasinya masih sangat kurang serta mengenai kedudukan surat hak milik yang

berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat meskipun bertentangan dengan hukum adat harus diakui

karena merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum dan diakui oleh negara. Sehingga, objek

tanah jika sewaktu-waktu diakui kembali oleh masyarakat hukum adat tidak dapat dipermasalahkan maupun

diambil alih.

......In the history of land ownership, the rights of indigenous peoples have been recognized and respected by

the state and have been laid down in the laws of Indonesia. The land of rite in Papua has become important

because it binds the culture and identity of indigenous peoples. Conflicts in Papua are often about land

disputes. As in the decision of the Supreme Court Number 4241 K/Pdt/2022 where the problem arises when

the local citizens of Papua who are not part of the customary law community buy land for their interests

through the ordinary llaw society in the district of Hubikiak, Wamena Kota. The sale is carried out in

accordance with customary legal processes that is by the way of realese of the right to the original land

supervised by the chief or Ondoafi, ordinary elders, the head of RT/RW. Afterwards proceeded by making a
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request for the issuance of SHM to BPN. In customary laws, the issue of the certificate must include proof

of th declaration of the release of rights to the land. Land registration, in addition to providing legal

certainty, is also very important as it is a legitimate and state recognized proof of ownership. The

recognition of property rights is often contrary to customary law because it is inconsistent with modern legal

concepts. Therefore, with regard to the problem of how the arrangement of land in Papua customary law

society is based on the rules of the laws in force and the position of the title of property originating from the

land of the Papua common law society. In order to answer these questions, this study uses the method of

doctrinal research by conducting a study of legal objects such as regulations of laws and judgments of

courts. The data used is secondary data that is primary legal material relevant to this research. The results of

this research are legal regulations concerning the welfare of indigenous peoples in the regulations of the

Otsus Papua and the Perdasus Papua, but their implementation is still very poor as well as regarding the

position of the title of property originating from the land of the communities the customary land law

although contrary to customary laws must be recognized as proof of legitimate ownership according to the

law and recognized by the state. Thus, the object of land if at any time recognized by the common law

society cannot be challenged nor taken.


